
PENJELASAN ATAU KETERANGAN  

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS  

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, 

KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyesuaian dengan aturan terbaru yang memuat beberapa ketentuan 

yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan, dan Pariwisata, pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Evaluasi Kelembagaan dengan penataan ulang organisasi berdasarkan 

Dokumen Perencanaan merupakan hal yang harus dilaksanakan agar 

pencapaian visi misi pembangunan sesuai RPJMD baru dapat terwujud. Hal 

ini dilaksanakan agar perangkat daerah yang ada mampu menjadi alat yang 

tepat dalam pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah 

terpilih. Untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 

Sehingga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan 

Pariwisata Kabupaten Banyumas perlu dilakukan perubahan untuk 

optimalisasi tugas dan fungsi. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten 

Banyumas; 

2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan organisasi dan 

pelaksanaan tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan 

Pariwisata Kabupaten Banyumas berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 

Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 tahun 2016 tentang Hasil 

Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat 

Daerah Bidang Pariwisata. 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2024 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah sebagaimana diubah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D ) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor .... Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

POKOK PIKIRAN 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, 

yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan 

beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini 

juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, 

proporsional, efektif, dan efisien. Dalam rangka mewujudkan pembentukan 

Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan 

Perangkat Daerah yang diatur ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, 

pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan 

Pemerintahan dan potensi Daerah. 

Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah mengalami dua kali 

perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Evaluasi 

tersebut menunjukkan bahwa susunan perangkat daerah yang ada belum 

sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual organisasi, baik dalam hal 

pembagian urusan pemerintahan, beban kerja, maupun efektivitas pelayanan 

kepada masyarakat. 

Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, muncul kebutuhan 

akan perbaikan tata organisasi yang lebih rasional dan proporsional, yang tidak 

hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga kinerja kelembagaan 

dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian melalui Perubahan 

Ketiga terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 guna memperkuat 

desain organisasi perangkat daerah yang lebih relevan, terstruktur, dan 

berorientasi pada hasil (outcome-based). Langkah ini juga merupakan bentuk 

pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas 

kecermatan, asas profesionalitas, dan asas kepentingan umum. 

Uraian tugas Kepala Bidang perlu diubah dengan mengakomodir unsur dan 

subunsur kegiatan tugas tim sesuai dengan kondisi organisasi saat ini.   Uraian 

tugas bidang-bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 

Kabupaten Banyumas juga harus terdistribusi secara merata dengan berpedoman 

aturan yang berlaku yang mengatur tentang urusan kepemudaan  dan olahraga, 

dan urusan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 tahun 2016 

tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Bidang Pariwisata.



BAB III 

MATERI MUATAN 

 

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan  

▪ Sasaran:  

terciptanya penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten 

Banyumas yang lebih efektif dan efisien. 

▪ Jangkauan:  

mewujudkan regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat 

Daerah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 

Kabupaten Banyumas dalam melasanakan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

▪ Arah Pengaturan: 

a. Landasan Filosofis 

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkup 

Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan 

pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. 

b. Landasan Sosiologis 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam 

penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang 

berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan 

kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa 

hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan 

diselaraskan dengan visi misi Bupati terpilih, tujuan pembangunan, 

serta dalam rangka mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang 

rasional, proporsional, efektif, dan efisien. 

c. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 



Nomor 141); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1539); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 

Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 tahun 2016 tentang 

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata. 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 

Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D ) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 



2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Banyumas.. 

 

B. Ruang Lingkup Materi  

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 

Kabupaten Banyumas 

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; 

2. Susunan Organisasi; terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

1. Subbagian Keuangan; 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 

d. Bidang Kebudayaan; 

e. Bidang Pariwisata; 

f. UPTD 

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas; 

2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten 

Banyumas tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain: 

1. Perlu adanya perubahan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten 

Banyumas sebagai dasar penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan 

tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 

Kabupaten Banyumas; 

2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten 

Banyumas ini akan menjadi landasan bagi Dinas Pemuda, Olahraga, 

Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas 

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 

diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 

Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan 

Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 



Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah 

Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 181); 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 108). 

 

 


